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PUTUSAN
Nomor 606/Pdt.G/2023/PA.Ptk
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:
PENGGUGAT, NIK. - tempat dan tanggal lahir Pontianak, 27 Maret
1961, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan
Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, Kota
Pontianak, sebagai Penggugat;
Lawan
TERGUGAT, NIK. , tempat dan tanggal lahir Sanggau, 15 Juli 1960,
agama Islam pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan
SD, bertempat tinggal di Kelurahan Sungai Beliung,
Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Juni 2023 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor
606/Pdt.G/2023/PA.Ptk, tanggal 13 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya
sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan
pada tanggal 16 Juli 1989 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada
Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak
sebagaimana tercantum dalam  Kutipan Akta Nikah  Nomor
XXXX/27/V11/1989, tertanggal 19 Juli 1989;
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2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang
tua Penggugat selama 9 (sembilan) tahun, kemudian Penggugat dan
Tergugat tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat Tergugat di atas
sampai berpisah;

3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua)
orang anak yang bernama ANAK [, lahir di Pontianak tanggal 12
September 1995 dan ANAK I, lahir di Pontianak tanggal 27 Juni 2009;

4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak tahun 1994 hubungan Penggugat dengan Tergugat
mulai bermasalah dan sering perselisihan secara terus menerus yang sulit
didamaikan;

5. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat karena :

5.1 Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim yaitu
sholat lima waktu serta membaca Al-Qur'an dan ketika Penggugat
mengingatkan Tergugat akan hal tersebut, Tergugat tidak terima dan
memarahi Penggugat hingga memukul Penggugat;

5.2 Tergugat marah dan tidak bersedia ketika di rumah Penggugat dan
Tergugat ada pengajian serta hal-hal yang berkaitan dengan
keagamaan;

5.3 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan
anak-anak Pengguat dan Tergugat;

6. Bahwa, perselisahan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
semakin tajam dan memuncak terjadi pada tahun 2014 pada waktu itu
Tergugat meminta surat tanah milik bersama untuk dijual guna membiayai
pernikahan anak Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat menasehati
Tergugat untuk tidak menjual tanah tersebut, namun Tergugat tetap dengan
keyakinannya untuk menjual tanah tersebut dan mengancam Penggugat
untuk membunuh Penggugat jika Penggugat tidak menuruti keinginan
Tergugat, atas dasar tersebut Penggugat memutuskan untuk berpisah
dengan Tergugat ;

7. Bahwa berdasarkan permasalahan pada posita 6 (enam) di atas,
Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat kembali
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ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di
atas dan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat
sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas;

8. Bahwa Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat
dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;

9. Bahwa, Penggugat adalah orang tidak mampu secara ekonomi yang tidak
berpenghasilan tetap sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan
Tidak Mampu Nomor 422.5/172/Pem.Mas/06//2023 yang dikeluarkan oleh
Kelurahan Siantan Hilur, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak,
tertanggal 01 Juni 2023;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di
atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq.
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan
putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil/lkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan
(relaas) Nomor 606/Pdt.G/2023/PA.Ptk tanggal 14 Juni 2023 yang dibacakan di
persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang
sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
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selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya
tetap dipertahankan oleh Penggugat;
Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan
bukti-bukti berupa:
A. Surat:
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/27/V11/1989, tertanggal 19 Juli
1989 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pontianak Utara Kota Pontianak
Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan
di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,
diberi tanda P;
B.Saksi :

1. SAKSI |, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tetangga
Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orang tua Penggugat selama 9 (sembilan) tahun, kemudian tinggal di

rumah bersama sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun
dan harmonis, namun sejak Tahun 1994 hubungan Penggugat
dengan Tergugat mulai bermasalah dan sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat hanya mendengar cerita dari
Penggugat sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi Tergugat
tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak
Pengguat serta tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim
dan apabila di nasehati Tergugat marah hingga memukul Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 9
(sembilan) tahun sampai sekarang dan sejak itu tidak ada komunikasi;
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- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun
tidak berhasil;

2. SAKSI Il, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Adik

Kandung Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orang tua Penggugat selama 9 (sembilan) tahun, kemudian tinggal di

rumah bersama sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun
dan harmonis, namun sejak Tahun 1994 hubungan Penggugat
dengan Tergugat mulai bermasalah dan sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat hanya mendengar Penggugat dan

tergugat bertengkar;

- Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi Tergugat
tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak
Pengguat serta tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim

dan apabila di nasehati Tergugat marah hingga memukul Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 9

(sembilan) tahun sampai sekarang dan sejak itu tidak ada komunikasi;

- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun
tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
Nomor 606/Pdt.G/2023/PA.Ptk tanggal 14 Juni 2023 yang dibacakan di
persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu
alasan yang sabh;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan
gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149
ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan
Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah dan
sering bertengkar sejak Tahun 1994 karena masalah ekonomi Tergugat tidak
pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Pengguat serta
tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim dan apabila di nasehati
Tergugat marah hingga memukul Penggugat akibatnya Penggugat dan
Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685
KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-daliinya telah
mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu SAKSI | dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah
memenuhi syarat formil dan meteriill sebagai akta otentik, oleh karena itu
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal
285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan
Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Juli 1989 dan
tercatat pada KUA kecamatan Pontianak utara, Kota Pontianak Provinsi

Kalimantan Barat;
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Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat
formil dan meteriil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308
dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa :

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua)
orang serta terakhir tinggal bersama Penggugat;

- Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak Tahun 1994 disebabkan Tergugat
tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak
Pengguat serta tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim dan
apabila di nasehati Tergugat marah hingga memukul Penggugat;

- Akibat pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan
sejak 9 (sembilan) tahun lalu;

- Saksi-saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan
tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat
ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai
2 (dua) orang;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak Tahun 1994 disebabkan
Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan
anak-anak Pengguat serta tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang
muslim dan apabila di nasehati Tergugat marah hingga memukul Penggugat;

3. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat dan tinggal sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu dan tidak ada
komunikasi hingga sekarang;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh Penggugat, akan
tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa apabila suami isteri sering bertengkar dan pertengkaran
tersebut berakibat suami isteri tersebut berpisah ranjang telah menunjukkan
adanya ketidakharmonisan rumah tangga suami isteri tersebut. Dalam perkara
ini terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak Tahun 1994
dan telah berpisah rumah sejak kurang lebih 9 (sembilan) tahun disebabkan
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Tergugat tidak pernah memberikan nafkah serta tidak menjalankan kewajiban
sebagai seorang muslim, keadaan yang demikian itu menurut Majelis Hakim
telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
rukun lagi;

Bahwa meskipun diperoleh fakta adanya ketidakrukunan dan
ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana
diuraikan di atas, namun menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara
suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Dalam
perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga
Penggugat sebelum Penggugat mengajukan gugatan, dan keduanya telah
didamaikan oleh Majelis Hakim dalam tiap persidangan dengan cara menasihati
Penggugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dari
Tergugat. Sikap Penggugat yang demikian itu, mengindikasikan bahwa
keduanya tidak mungkin dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri;

Bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam
kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fighus Sunnah juz Il halaman 248 :

ool G sie) ol g3l Ay (a8l ol W gea culi 13) g
Al jas g Letia o 3 pdall al ga dxa G £IAY) Sy

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan

Artinya :

bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang
menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara
keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah
pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in;

2. Kitab Al Mar’ah bainal Figh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba’i, halaman
100:

b Lalae g1l 5 GALY aa addiedy 4a g3l sLal) ol
Om gLia) (B AV g pgSslug WY L sl s
Lgdligh GlS Iphad £330 13 Glal (S Lagay (il lila
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Gl G G A gl A8 Mad) 15 O Al (e AdlE
dra g 4l AT A Lgle aaly (S (g Al Jad
Sy g A Lkl

Artinya :
Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya
perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya
yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan
tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci.
Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik
yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan,
sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan
antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah
menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali

dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;
3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaag Juz | halaman 83 :

aly (sl Blal) Gl Gua (§MUl) allad aMu) LA A8
T3 Aal) sl Cuayg mla Yy ol Lgd pdl gy
) Jo afay ol olina i) (¥ 7y & (4 Busa
Alaad) 79, oLl 135 wall Gamady (g3l

Artinya :
Islam memilih lembaga thalag/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap
goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian,
dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan
perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang
berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat

keadilan.

4. Kitab Ghoyatul Marom :

dalh sl Ale gl ga 3 Aa 530 48 ) ade ) 1)
Artinya :
“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka

Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “;

Bahwa berdasarkan Yuriprudensi Mahkamah Agung RI Nomor
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534/Pdt.G/1996 diperoleh kaidah hukum bahwa perceraian itu terjadi tidak perlu
dilihat dari siapa penyebab percekcokan/pertengkaran atau karena salah satu
pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah pernikahan
itu sendiri, apakah pernikahan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena
jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perceraian itu sendiri telah
terjadi. Oleh karenanya pernikahan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat
benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi
karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat,
sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk

berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor
W.14-A1/1952/HK.05/V1/2023, tanggal 13 Juni 2023, dan pada DIPA
Pengadilan Agama Pontianak tahun 2023 tersedia biaya untuk prodeo, maka
biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama
Pontianak tahun anggaran 2023;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebaskan kepada Penggugat dari membayar biaya perkara;
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Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 3 Zulhijah 1444 Hijriyah, oleh kami Hj. Andriani, S.Ag., M.E.
sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.l. dan Drs. A. Fuadi.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan hadiri para Hakim
Anggota tersebut dan Suriani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri
oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hj. Andriani, S.Ag., M.E.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. Drs. A. Fuadi.,

Panitera Pengganti,

Suriani, S.Ag
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Perincian biaya :

1. PNBP : Rp 0,00

2. Proses : Rp 0,00

3. Panggilan : Rp 0,00

4. Meterai : Rp 0,00
Jumlah : Rp 0,00

( Nol rupiah);
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